
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik beberapa 

kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Penetapan Hakim pada Putusan Nomor 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

bahwa Lion Air sebagai perbuatan melawan hukum padahal yang sebenarnya 

adal merupakan wanprestasi. Wanprestasi kasus Lion Air suatu keadaan 

yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, Lion Air tidak dapat 

memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan 

dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu: 

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya 

maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi Lion Air masih dapat diharapkan pemenuhannya, 

maka  debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat 

waktunya. 

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Lion Air yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang 

keliru  tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan 

tidak  memenuhi prestasi sama sekali. 

2. Penyelesaian sengketa antara penyedia jasa penerbangan Lion Air dengan

konsumen jika terjadi pembatalan penerbangan sepihak bagi penumpang 
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transportasi udara yang merasa atau mengalami kerugian dapat mengajukan 

gugatan atau klaim kepada perusahaan penerbangan, penyelesaian gugatan 

atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur pengadilan dan 

jalur di luar pengadilan. Kedua model penyelesaian sengketa tersebut diakui 

di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Konsumen bebas untuk memilih model penyelesaian 

sengketanya. Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan 

perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap 

penumpang transportasi udara niaga berjadwal, peraturan tersebut antara lain 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan; Ordonansi 

Penerbangan 1939 atau OPU 1939;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 

1995 Tentang Angkutan Udara; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 

Tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan; Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Produk hukum tersebut dapat 

digunakan dalam rangka untuk mengajukan gugatan apabila penumpang 

mengalami kerugian pada waktu menggunakan jasa transportasi udara. 

Dalam hal ini dalam putusan pengadilan tidak memihak kepada penggguna 

jasa, maka sering terjadi penuntutannya terhadap perusahaan Lion Air. 

B.  Saran 

 Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut :  

1. Dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap 

pengguna jasa transportasi selayaknya dilakukan peninjauan kembali 

terhadap instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang kegiatan 

penerbangan, sebab produk-produk hukum yang ada sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan jaman. Dilihat dari perspektif historis instrumen 
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hukum yang mengatur tentang penerbangan sudah sangat lama misalnya 

Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 yaitu di buat pada Tahun 1939 pada 

masa kolonial Belanda yang tentu saja materi dan substansi peraturan sudah 

tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu hakim selayaknya 

menjalani proses secara taat azas dan konsekwen.  

2. Selain faktor usia peraturan hal mendesak untuk dilakukan perbaikan adalah 

aturan mengenai jumlah nilai ganti rugi, sebab nilai ganti rugi yang 

ditentukan di dalam undang-undang sangat kecil, kemudian undang-undang 

tidak secara tegas memberikan sanksi hukum bagi maskapai penerbangan 

yang melakukan penundaan penerbangan. Untuk diperlukan aturan sanksi 

bagi maskapai penerbangan yang menunda penerbangan tanpa alasan yang 

jelas yang dibenarkan oleh undang-undang. Selain sebaiknya melakukan 

perubahan terhadap materi peraturan penerbangan juga diperlukan 

harmonisasi hukum terhadap peraturan perundangan-undangan yang 

mengatur tentang kegiatan penerbangan khususnya penerbangan komersil 

sehingga tercipta hukum pengangkutan udara yang integral. 
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